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PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2023/MS.Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat,  NIK. XXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  di  Cot  ara,  29  Agustus

1995,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani,  pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman  di  XXXXX,  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Muzakir,  S.H  advokat

pada Kantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong

Paya  Beuren dan Tanah  Luas  Lhokseukon,  Aceh

Utara  yang  beralamat  di  Jln.  Medan-Banda  Aceh,

Gampong  Paya  Beurandang,  Tanah  Luas-

Lhoksukon,  Aceh  Utara,  Kode  Pos.  24387,

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  yang telah

terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

121/SK/11/2023/MS.Idi tanggal 09 November 2023,

sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, NIK. XXXXX tempat dan tanggal lahir di Paya demam sa, 10 April

1995,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  rumah

tangga,  pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di

XXXXX, Abeuk Geulanteu, Madat, Kabupaten Aceh

Timur, Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  07

November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada

tanggal  09  November  2023  dengan  register  perkara  Nomor

445/Pdt.G/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami  isteri,

yang menikah pada hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2014, sesuai dengan

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXXX  tanggal  24  Agustus  2014,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari Kabupaten

Aceh Timur;  

2. Bahwa  setelah  perkawinan,  pada  mulanya  antara  Pemohon

dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di XXXXX

selama lebih kurang 2 (dua)  bulan  lamanya,  setelah itu  tinggal  dirumah

sewa di  Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat  Kabupaten Aceh

Timur selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Pemohon keluar dari rumah sewa

dan  setelah  itu  Termohon  juga  keluar  dan  pulang  ketempat  keluarga

Termohon  karena  tidak  ada  lagi  kenyaman  dan  kebersamaan  dalam

membina rumah tangga, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2

(dua) tahun lebih lamanya;  

3. Bahwa  dari  perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah

dikarunia  2  (dua)  orang  anak  (keturunan),  yaitu:  1).Usgi  Adelia,Nik

1103126211160002, tempat dan tanggal lahir, Madat, 22 November 2016,

umur  6  (enam)  tahun,   jenis  kelamin  peremppuan,  dan  2).  Muhammad

Akhbar Al Fatir,  Nik 1103121708190002, tempat dan tanggal lahir,  Abeuk

Geulanteu, 17 Agustus 2019, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin laki-laki,

sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;  

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon

dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 3 (tiga) tahun,

karena setelah itu sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga

antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi,

antara  Pemohon  dengan  Termohon  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan sering tidak pernah rukun, harmonis dan
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bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;  

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu: 

5.1.  Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5.2.  Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;  

5.3.  Termohon  tidak  memiliki  sikap  pengertian  kepada

Pemohon;  

5.4. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai

Pemohon selaku suaminya;  

6. Bahwa akibat  dari  perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2021 antara Pemohon

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah

sewa dan setelah itu Termohon juga keluar dan pulang ketempat keluarga

Termohon  karena  tidak  ada  lagi  kenyaman  dan  kebersamaan  dalam

membina rumah tangga, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2

(dua)  tahun  lebih  lamanya,  dan  sejak  saat  itu  antara  Pemohon  dengan

Termohon  sudah  tidak  ada  lagi  komunikasi  dan  telah  saling  tidak

memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon

sudah  tidak  lagi  berhubungan  suami  isteri  serta  tidak  ingin  lagi  saling

bertemu, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi dalam rumah tangga; 

7. Bahwa  terhadap  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus

antara Pemohon dan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian,

untuk  merukunkan  kembali  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;  

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan

Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Idi, karena hubungan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa diperta hankan

lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan

kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;  
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Berdasarkan  alasan  permohonan  Cerai  Talak  di  atas,  Pemohon

memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memanggil kami

kedua  belah  pihak  dalam  persidangan  guna  mengadili  dan  memutuskan

sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;  

2. Menetapkan  memberi  izin  kepada  Pemohon  (Penggugat)  untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Tergugat)  di  depan sidang

Mahkamah Syar'iyah Idi;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Subsidair:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah

hadir  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh

orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  sedang  tidak  ternyata  bahwa tidak  hadirnya  itu  disebabkan  oleh

suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus

yang  terdaftar  di  kepaniteraan  Mahkamah  Syar'iyah  Idi  Nomor

121/SK/11/2023/MS.Idi  tanggal  09  November  2023  juga  telah  menyerahkan

fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang

masing-masing  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  selanjutnya  Hakim

menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna

mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali

dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak hadir di

persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016

tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  sehingga

pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan
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diawali  pembacaan surat  permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir,  Termohon  tidak  dapat

didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil  permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1103120205160001 dikeluarkan

oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Timur tanggal  05 Maret  2020.  Bukti  surat  tersebut  telah diperiksa oleh

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1; 

2. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  KUA Pante  Bidari  Kabupaten

Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor XXXXX Tanggal 24 Agustus 2014. Bukti

surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya

yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  diberi  tanggal  dan  paraf

Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Saksi  1,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Petani,  tempat kediaman di  XXXXX. Mengaku kenal  dengan

Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang

sah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang

anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun

dan harmonis,  akan tetapi  sejak 2017 mulai  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran; 
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon

sering  keluar  rumah  tanpa  izin  dan  Termohon  juga  tidak  mau

dinasehati; 

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon  karena  saksi  mendengar  cerita/laporan  dari  Pemohon

mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang

sudah  tidak  harmonis,  saksi  juga  ikut  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

2021; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak

berhasil; 

- Bahwa saksi  sudah tidak  sanggup lagi  mendamaikan Pemohon dan

Termohon; 

2. Saksi  2,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Petani,  bertempat tinggal  di  XXXXX. Mengaku kenal  dengan

Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  yang

sah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang

anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun

dan harmonis,  akan tetapi  sejak  2017 mulai  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon

sering  keluar  rumah  tanpa  izin  dan  Termohon  juga  tidak  mau

dinasehati; 
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- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon  karena  saksi  mendengar  cerita/laporan  dari  Pemohon

mengenai peristiwa perselisihan dan keadaan rumah tangganya yang

sudah  tidak  harmonis,  saksi  juga  ikut  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2021;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak

berhasil; 

- Bahwa saksi  sudah  tidak  sanggup lagi  mendamaikan  Pemohon dan

Termohon; 

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tidak  ada  hal  yang  akan

ditambahkan lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya

telah  dicatat  dalam berita  acara  sidang,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil  dan materil

surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif

dan berita acara sumpah advokat  dan isinya berupa pemberian kuasa yang

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga

Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil

dan  materil  sehingga  kuasa  hukum  Pemohon  diizinkan  beracara  untuk

membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang  bahwa oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  dipersidangan

dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannnya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga

tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa

tanpa hadirnya Termohon;
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Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Termohon  maka  perkara

aquo tidak  dapat  dilakukan mediasi  sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada

tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali

dengan  Termohon,  namun  tidak  berhasil,  sedangkan  Pemohon  tetap

mempertahankan isi permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  permasalahan  dalam  perkara  ini

pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon

dengan alasan bahwa sejak 2017 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa

izin dan Termohon juga tidak mau dinasehati yang akibatnya antara Pemohon

dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2021 hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut  Termohon

tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon

beralasan  hukum dan  tidak  melawan  hak,  Hakim  perlu  mempertimbangkan

bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan

tunduk  pada  pembuktian  tertulis  berupa  kutipan  akta  nikah,  juga  karena

menurut  hukum permohonan cerai  didasarkan pada alasan perselisihan dan

pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau

orang  yang  dekat  dengan  kedua  belah  pihak  berperkara.  Dan  bukti  yang

diajukan Pemohon adalah bukti  tertulis  yang ditandai  P-1,  P-2,  dan 2 (dua)

orang saksi seperti diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk  an.  Pemohon  yang  telah  dinazegelen dan  dicocokkan  dengan

aslinya  ternyata  cocok  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon  saat  ini

bertempat  tinggal  di  wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi  dan Termohon

sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh

keterangan dua orang saksi  Pemohon bahwa saat  ini  berdomisili  di  wilayah

Kabupaten  Aceh  Timur,  sehingga  perkara  ini  adalah  wewenang  Mahkamah
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Syar’iyah  Idi,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan

sempurna,  secara  formil  memenuhi  syarat  pengajuan  bukti  tertulis,  yakni

fotokopi  buku nikah tersebut telah dimeterai  dan dicocokkan dengan aslinya

ternyata  cocok,  secara  materiil  juga  relevan  dengan  dalil  Pemohon,  maka

terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang

sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum

(legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah

mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  kesaksian  kedua  saksi  di  atas,  oleh

karena  telah  memenuhi  syarat  formil kesaksian  yakni  disampaikan  di  muka

persidangan  dan  dibawah  sumpah,  secara  materiil  kesaksian  kedua  saksi

tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-

sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon

yang  sudah  tidak  harmonis  bahkan  sudah  berpisah  tempat  tinggal,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  308  ayat  (1)  dan  pasal  309  R.Bg kesaksian

tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan kesaksian 2 (dua)

orang saksi serta keterangan Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian

dan  mendukung  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  maka  Hakim  telah

memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah; 

2. Bahwa  sejak  2017  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh

dengan  laki-laki  lain,  Termohon  sering  keluar  rumah  tanpa  izin  dan

Termohon juga tidak mau dinasehati; 
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3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2021

sampai dengan sekarang; 

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak

berhasil; 

5. Bahwa  saksi  I  dan  saksi  II  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak

melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa:  “Suami istri

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan

secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon

dan  Termohon  juga  telah  berpisah  rumah  sekurang-kurangnya  sejak  2021

hingga  sekarang  sehingga  sudah  tidak  dapat  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya sebagai  suami  isteri,  dan keluarga,  orang tua kampung,  serta

mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati  Pemohon agar rukun

lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil,  maka secara kontekstual patut

dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan hukum

tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian  yang

diajukan  oleh  Pemohon  telah  terbukti  dan  telah memenuhi unsur Pasal 39

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (

f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf

( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan

dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai,

sehingga perceraian ini  adalah untuk yang pertama kali,  maka permohonan
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Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  sebagaimana  diatur  dalam

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan permohonan Pemohon  tidak melawan hak atau bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg,

permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah

diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan  yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1.Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.Memberi  izin  kepada Pemohon (Penggugat)  untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Tergugat)  di  depan  sidang  Mahkamah

Syar'iyah Idi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4.Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);.

Penutup

Demikian diputuskan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal

29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445

Hijriah oleh  Islahul Umam, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan
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dibantu oleh Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 70.000,00
-  Panggilan : Rp 39.000,00
-  PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp             10.000,00  
J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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